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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Berdasarkan data sensus tahun 2020, dari total 275,7 juta penduduk Indonesia, terdapat 22 juta orang 
anak di bawah usia 5 tahun, 17,7 juta orang mengalami berbagai tingkat disabilitas, dan 18,6 juta orang 
berusia lanjut di atas 65 tahun. Kelompok-kelompok ini dianggap sebagai kelompok rentan yang belum 
memiliki akses yang layak terhadap layanan kesehatan. 

Saat ini, terdapat 10.292 puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) yang tersebar di seluruh Indonesia. 
Sayangnya, layanan dasar ini masih belum memenuhi standar dari segi kualitas dan pemerataan 
distribusinya. Laporan Audit Sosial 2024 tentang Layanan Kesehatan Reproduksi bagi Penyandang 
Disabilitas menyebutkan sebagian besar puskesmas masih belum akses terhadap kelompok rentan, 
khususnya penyandang disabilitas. Dan salah satu hal yang mendesak untuk diperbaiki adalah 
ketiadaan Prosedur Operasi Standar/Standard Operational Procedure (SOP) baku puskesmas yang 
memperhatikan kebutuhan pasien kelompok rentan, khususnya disabilitas. SOP ini diharapkan bisa 
menjadi panduan baku bagi puskesmas dan staff nya dalam memberikan layanan yang berkualitas 
pada pasien penyandang disabilitas. 

Hasil kajian terhadap kebijakan-kebijakan terkait penyandang disabilitas, kebijakan kesehatan, dan 
kebijakan lainnya yang relevan menunjukan belum adanya perhatian pada penyediaan SOP pelayanan 
pasien penyandang disabilitas di puskesmas. Pada Pasal 17 PP 42/2020 tentang Aksesibilitas Terhadap 
Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas 
menegaskan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memastikan bahwa pelayanan yang 
diberikan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Dan pada Undang‑Undang 17/2023 tentang 
Kesehatan, tepatnya pada Pasal 291 (4) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sehingga jelas, bahwa penyediaan 
dan/atau perbaikan SOP untuk pasien penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab pimpinan 
puskesmas.  

Sayangnya, Dari 42 puskesmas yang kami sample di 7 provinsi menunjukan bahwa tidak semua 
memiliki SOP pelayanan. Hanya 37 puskesmas yang menunjukan SOP yang di klaim merupakan SOP 
pelayanan pasien kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Hasil kajian terhadap sample SOP 
puskesmas yang kami kumpulkan dari 37 puskesmas tersebut ternyata menunjukan bahwa (1) 
walaupun sudah banyak puskesmas yang menyadari bahwa pasien penyandang disabilitas 
membutuhkan perhatian khusus, seperti infrastruktur yang mendukung, akses dan akomodatif dan 
pelayanan yang sesuai dengan ragam disabilitasnya, ternyata banyak puskesmas yang belum akses dan 
akomodatif terhadap penyandang disabiltias baik infrastrukturnya atau pun pelayanan staf nya. Hal ini 
diindikasikan dengan banyaknya puskesmas yang belum memiliki SOP terkait pelayanan bagi pasien 
penyandang disabilitas. (2) Puskemas-puskesmas yang sudah memiliki SOP terkait penyandang 
disabilitas pun sebagian besar terbatas pada SOP identifikasi pasien penyandang disabilitas dan 
pemberian prioritas tanpa antri bagi pasien penyandang disabilitas. (3) Hanya sedikit puskesmas yang 
sudah memiliki SOP pelayanan disabilitas untuk banyak jenis layanan yang tersedia di puskemas, lebih 
dari sekedar pemberian prioritas tanpa antri. Puskesmas Ubung di Lombok tengah sudah memiliki SOP 
untuk beberapa layanan puskesmas bagi penyandang disabilitas. (4) Hasil pendalaman dari SOP-SOP 
yang ditujukan pada pemberian layanan bagi penyandang disabilitas menunjukan bahwa masih banyak 
ruang untuk penyempurnaan. Hasil kajian memperlihatkan tidak banyak perbedaan pelayanan untuk 
pasien umum. Yang membedakan biasanya adalah adanya proses identifikasi dan pemberian prioritas 
tanpa antrian, tapi tidak ada langkah dan tindakan spesifik untuk memberikan pelayanan sesuai 
dengan ragam disabilitas. 

Hasil kajian terhadap SOP-SOP itu pun ternyata isinya belum cukup untuk memberikan pada pasien 
dengan ragam disabilitas. Idealnya setiap pelayanan yang disediakan oleh puskesmas memiliki SOP 
untuk melayani pasien disabilitas. Selain itu SOP tersebut juga harus bisa responsif terhadap ragam 



3 
 

disabilitas. Selama ini SOP yang ada pun baru memberikan perhatian pada pasien disabilitas fisik dan 
sensoris (netra dan rungu). Sementara pasien disabilitas mental dan intelektual yang tidak terlihat 
(invisible) belum mendapatkan perhatian. Untuk itu, masih ada ruang yang luas bagi perbaikan. Dan 
setiap institusi yang relevan bisa mengambil peran dalam hal ini. Dan dibawah ini ada beberapa 
rekomendasi dari kami. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, kami menyusun dan mengajukan kertas kebijakan ini pada 
Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan di Daerah dan khususnya Kepala Puskesmas di seluruh 
Indonesia agar terjadi perbaikan prosedur operasi standar (SOP) puskesmas untuk layanan yang akses 
dan akomodatif bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. 

Dan rekomendasi kami, dari Koalisi PRIMA adalah sebagai berikut: 
1. Kementerian Kesehatan perlu mengeluarkan panduan penyusunan SOP baru pelayanan pasien 

kelompok rentan dan penyandang disabilitas untuk menjamin adanya pelayanan yang akses dan 
akomodatif secara merata di seluruh puskesmas di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 291 (1)-
(4) UU 17/2023. Sebagai contoh, draft SOP puskesmas bisa dilihat pada bagian lampiran yang tidak 
terpisahkan dari laporan ini. 

2. Dinas Kesehatan di daerah (kabupaten, kota, dan provinsi) dan Kementerian Kesehatan perlu 
memfasilitasi adanya pengadopsian dan penerapan SOP yang menjamin perbaikan layanan bagi 
kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, dengan menyediakan dukungan dana untuk 
perbaikan infrastruktur dan pelatihan staff tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan. Hal ini 
sesuai dengan Pasal 294 UU 17/2023 dan Pasal 57 PP 42/2020. 

3. Puskesmas, yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Kepala Puskesmas, perlu membuat atau 
memperbarui dan melengkapi SOP yang saat ini berlaku, agar menjamin adanya layanan yang 
terstandar, setara dan paripurna bagi seluruh pasien, termasuk kelompok rentan dan penyandang 
disabilitas. Hal ini sesuai dengan (Pasal 53(3) & 291(4) UU 17/2023, Permenkes 19/2024, serta PP 
42/2020). 

4. Puskesmas, yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Kepala Puskesmas, perlu mempersiapkan 
staf tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan untuk memahami, menguasai dan 
mengimplementasikan SOP yang menjamin adanya pelayanan yang akses bagi kelompok rentan, 
khususnya penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 UU 17/2023, Bab VII Permenkes 
19/2024. 
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PENDAHULUAN 
 

Berdasarkan data sensus tahun 2020, dari total 275,7 juta penduduk Indonesia1, terdapat 22 juta anak 
di bawah usia 5 tahun (11,3 juta laki-laki; 10,8 juta perempuan), 17,7 juta (8,04 juta laki-laki; 9,67 juta 
perempuan) yang mengalami berbagai tingkat disabilitas, dan 18,6 juta (8,8 juta laki-laki; 9,8 juta 
perempuan) yang berusia lanjut di atas 65 tahun2. Kelompok-kelompok ini dianggap sebagai kelompok 
rentan yang belum memiliki akses yang layak terhadap layanan kesehatan. 

Saat ini, terdapat 10.292 puskesmas3 (pusat kesehatan masyarakat) yang tersebar di seluruh Indonesia. 
Sekilas, layanan kesehatan dasar di Indonesia tampak cukup memadai dari segi jumlah. Namun, pada 
kenyataannya, layanan dasar ini masih belum memenuhi standar dari segi kualitas dan pemerataan 
distribusinya. 

Laporan Audit Sosial 2024 tentang Layanan Kesehatan Reproduksi bagi Penyandang Disabilitas, yang 
dilakukan oleh koalisi organisasi, yaitu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), International 
Budget Partnership, Perkumpulan Inisiatif, dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 
menemukan bahwa dari 36 puskesmas yang diaudit di 6 provinsi, hampir semuanya masih belum akses 
terhadap kelompok rentan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata, dari 36 puskesmas yang 
diaudit di 6 provinsi, hanya memperoleh skor 25% dari nilai maksimal untuk aspek aksesibilitas 
infrastruktur. Selain itu, baik tenaga kesehatan maupun non-kesehatan dinilai belum memiliki 
pelatihan yang memadai dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas dengan etika dan 
metode interaksi yang tepat, dengan skor hanya 32,75% dari nilai maksimal untuk aspek tersebut. Hal 
ini menyoroti permasalahan yang ingin kami tangani, yaitu (1) Infrastruktur yang belum akses 
disabilitas dan; (2) Pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai dalam 
memberikan layanan yang etis. 

Dua point dari beberapa rekomendasi hasil audit sosial tersebut adalah:  

1. Harusnya ada perbaikan Prosedur Operasi Standar/Standard Operational Procedure (SOP) baku di 
setiap puskesmas yang memperhatikan kebutuhan pasien kelompok rentan, khususnya disabilitas. 
SOP ini diharapkan bisa menjadi panduan baku bagi puskesmas dan staff nya dalam memberikan 
layanan. Dengan adanya SOP yang baku, mutasi pegawai puskesmas yang sering terjadi diharapkan 
tidak akan terlalu memperngaruhi kualitas layanan bagi pasien dari kelompk rentan, khususnya 
penyandang disabilitas. 

2. Dijadikannya persyaratan akses dan akomodatif disabilitas sebagai salah satu komponen dalam 
penilaian Akreditasi Puskesmas. Akreditasi ini diharapkan bisa menjadi bahan bagi penilaian 
puskesmas dan juga menjadi rujukan dalam perbaikan dan peningkatan layanan puskesmas. 
Komponen akses dan akomodatif disabilitas yang dinilai setidaknya dua hal, yaitu infrastruktur 
puskesmas dan pelayanan staf puskesmas pada pasien penyandang disabilitas dengan ragamnya. 

Dan kertas kebijakan ini hanya akan menyoroti rekomendasi yang paling mendesak dan paling mungkin 
dilakukan dalam waktu singkat tanpa membutuhkan banyak sumber daya, yaitu perbaikan SOP 
puskesmas.  

HASIL KAJIAN KEBIJAKAN 
Terkait dengan SOP pemberian layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, ada beberapa 
kelompok peraturan yang biasa dirujuk dalam penyusunannya, dan harus dipertimbangkan dalam 

 
1 BPS (2024) PENDUDUK INDONESIA Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 
2 BPS (2024) Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 
3 Sumber: Dashboard Puskesmas Kemenkes; https://kemkes.go.id/id/dashboard-puskesmas (Diakses tanggal 26 
Mei 2025; jam 10:48 WIB) 
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analisis ini. Seperti kebijakan tentang penyandang disabilitas, kebijakan tentang pemberian layanan 
kesehatan, juga peraturan lainnya yang relevan. 

A. Kebijakan-kebijakan terkait penyandang disabilitas 
Peraturan tentang disabilitas di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait hak-hak, perlindungan, dan 
pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan 
kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, serta menciptakan lingkungan yang 
inklusif dan ramah bagi mereka. Saat ini, peraturan utama yang mengatur tentang disabilitas adalah 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini merupakan 
dasar hukum utama yang mengatur hak-hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas di 
Indonesia.  Selain itu beberapa peraturan turunan yang mengatur detail pelaksanaannya4. Diantaranya 
yang sepertinya paling relevan adalah sebagai berikut.  

Salah satu peraturan turunan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 
Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari 
Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Pelayanan publik yang mencakup penyediaan barang, jasa, serta 
layanan administratif menjadi tanggung jawab penyelenggara pelayanan. Pelayanan tersebut 
mencakup berbagai bidang penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain kesehatan. Pasal 17 
peraturan ini menegaskan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memastikan bahwa 
pelayanan yang diberikan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas ini mencakup 
penyediaan prasarana dan sarana yang memadai, sehingga kelompok disabilitas dapat memperoleh 
layanan publik secara setara dan tanpa hambatan. 

Peraturan berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang 
Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan 
Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini menekankan bahwa Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan 

 
4 Beberapa peraturan tersebut diantaranya: 

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi 
terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. PP ini mengatur 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang terkait dengan disabilitas.  

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik 
Penyandang Disabilitas. PP ini mengatur akomodasi yang diperlukan untuk peserta didik penyandang 
disabilitas di lembaga pendidikan.  

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang 
Disabilitas Dalam Proses Peradilan. PP ini mengatur akomodasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas 
dalam proses peradilan.  

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan 
Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. PP ini mengatur aksesibilitas fisik dan 
sosial bagi penyandang disabilitas, termasuk di permukiman, pelayanan publik, dan dalam situasi bencana.  

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. 
PP ini mengatur unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk membantu 
penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak.  

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi 
Penyandang Disabilitas. PP ini mengatur layanan habilitasi dan rehabilitasi yang diberikan kepada 
penyandang disabilitas, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan partisipasi mereka dalam 
kehidupan sehari-hari.  

• Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghargaan, 
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Permensos ini memberikan panduan lebih lanjut 
mengenai penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.  

• Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Konvensi ini adalah perjanjian internasional yang 
diresmikan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini menjamin hak-hak 
dan kebebasan dasar bagi semua penyandang disabilitas.  
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Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai 
suatu proses birokratis dan teknokratis. Hal ini terlihat dari penekanan terhadap pentingnya proses 
dan produk rencana aksi daerah dan nasional untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Memang 
peraturan ini berusaha untuk membuka ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam proses 
pembuatan kebijakan publik, khususnya yang berdampak langsung pada pemenuhan hak mereka. 
Sehingga output yang diharapkan dari adanya peraturan ini adalah adanya berbagai tingkatan rencana 
(dari nasional sampai daerah) dan rinciannya (Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi Implementasi, 
Target Capaian, Penanggung Jawab). Namun sepertinya peraturan ini kurang memberi perhatian pada 
substansi hak penyandang disabilitasnya. 

Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas ini dimaksudkan sebagai upaya 
menjamin adanya (1) pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas; (2)pelaksanaan fungsi 
sosial Penyandang Disabilitas; (3) peningkatan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi 
Penyandang Disabilitas; dan (4) mewujudkan masyarakat inklusi. Hal ini dicapai melalui (1) Rehabilitasi 
Sosial; (2) Jaminan Sosial; (3) Pemberdayaan sosial; dan (4) Perlindungan Sosial. Peraturan ini 
merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Namun 
peraturan ini sepertinya tidak terhubung dengan upaya pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas 
sebagai warga negara paripurna, namun lebih pada penyesuaian pendekatan karitatif terhadap 
penyandang disabilitas sebagaimana selama ini telah dilakukan. 

Selain peraturan-peraturan di atas, terdapat juga peraturan daerah (Perda) di beberapa wilayah yang 
mengatur tentang disabilitas. Misalnya, Perda Nomor 4 Tahun 2022 di DKI Jakarta yang mengatur 
tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.  

Dari keseluruhan peraturan yang ada tersebut, kita bisa simpulkan bahwa belum ada peraturan yang 
khusus secara spesifik mengatur tentang akses dan akomodasi penyandang disabilitas dalam 
pelayanan kesehatan. Tidak ada satu pun dari peraturan-peraturan tersebut yang memandatkan 
adanya standardisasi infrastruktur maupun prosedur pelayanan kesehatan bagi pasien penyandang 
disabilitas di puskesmas. 

 

B. Kebijakan-kebijakan terkait pelayanan kesehatan 
Karena sepertinya peraturan yang terkait dengan penyandang disabilitas tidak ada yang secara spesifik 
memandatkan adanya standarisasi infrastruktur maupun prosedur pelayanan kesehatan bagi 
penyandang disabilitas, maka kajian berikutnya dilakukan terhadap peraturan yang sifatnya lebih 
umum di bidang kesehatan. Kajian dilakukan pada peraturan terkini, dan dilakukan secara berurutan 
berdasarkan tahun terbit. 

Peraturan pertama yang dikaji adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk 
meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko 
dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Pada Pasal 1 angka 
1 peraturan ini disebutkan bahwa Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan 
pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan 
analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk 
meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan 
akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Untuk 
itu, dalam peraturan ini diatur mengenai (1) Komite Nasional Keselamatan Pasien yang diantara 
tugasnya adalah untuk melakukan penyusunan standar dan pedoman Keselamatan Pasien serta 
penyusunan dan pelaksanaan program Keselamatan Pasien. Kemudian mengenai (2) Penyelenggaraan 
Keselamatan Pasien, termasuk didalamnya diatur tentang (a) Standar, Tujuh Langkah Menuju, dan 
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Sasaran Keselamatan Pasien, serta (b) Kejadian Insiden dan penanganannya. Kemudian (3) 
Penanganan Kejadian Sentinel Yang Berdampak Luas/Nasional, dan (4) Pembinaan Dan Pengawasan. 
Sayangnya, dalam peraturan ini tidak ada pembahasan yang terkait dengan disabilitas dan kelompok 
rentan. Tidak ada juga pembahasan mengenai keselamatan pasien penyandang dan kelompok rentan. 
Padahal peraturan ini terbit setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas. 

Peraturan kedua adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 
Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi 
Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Akreditasi adalah 
pengakuan terhadap mutu pelayanan pusat kesehatan masyarakat. Standar Akreditasi adalah 
pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam 
(1) meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; (2) meningkatkan perlindungan bagi 
sumber daya manusia dan institusi kesehatan; (3) meningkatkan tata kelola organisasi dan pelayanan; 
dan (4) mendukung program pemerintah. Standard akreditasinya sendiri diatur dalam peraturan 
terpisah. Peraturan akreditasi puskesmas ini rupanya pun tidak memandatkan apapun terkait dengan 
pelayanan pasien penyandang disabilitas, baik itu keharusan puskesmas menyediakan SOP pelayanan 
pasien penyandang disabilitas atau pun perbaikan infrastruktur puskesmas agar lebih akses dan 
akomodatif pasien penyandang disabilitas. 

Pada tahun 2023 terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang 
Kesehatan. Undang‑Undang 17/2023 ini merupakan pondasi menyeluruh bagi sistem kesehatan 
Indonesia. UU ini mengatur seluruh aspek sistem kesehatan: hak dan kewajiban, tanggung jawab 
pemerintah, fasilitas, SDM, perbekalan, teknologi, sistem informasi, penanganan wabah, pendanaan, 
partisipasi masyarakat, hingga perlindungan hukum dan sanksi pidana. Kesehatan penyandang 
disabilitas merupakan salah satu penyelenggaraan Upaya Kesehatan. Khususnya pada Pasal 53 (3) 
disebutkan bahwa Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akses atas Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. 
Ayat ini berimplikasi perlunya standarisasi pelayanan bagi penyandang disabilitas. Kemudian pada 
Pasal 291 (4) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sehingga jelas, bahwa penyediaan dan/atau perbaikan SOP 
untuk pasien penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab pimpinan puskesmas. 

Peraturan berikutnya adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
Hk.01.07/Menkes/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan ini 
mengatur kerangka standar akreditasi nasional Puskesmas. Dalam peraturan ini akreditasi diposisikan 
sebagai alat manajemen mutu berkelanjutan, bukan sekadar penilaian administratif untuk 
mendapatkan sertifikat, tetapi untuk pembinaan berkelanjutan mutu layanan dan keselamatan pasien. 
Aspek yang dinilai meliputi (1) Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas, (2) Upaya Kesehatan 
Masyarakat (UKM), (3) Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), Laboratorium, dan Kefarmasian, (4) 
Program Prioritas Nasional, dan (5) Peningkatan Mutu Puskesmas. Salah satu komponen penilaian 
dalam akreditasi adalah komponen regulasi, dimana didalamnya termasuk keberadaan prosedur 
operasional standar/SOP. Hasil penelaahan menunjukan tidak ada perhatian khusus pada upaya 
pemberian layanan terhadap pasien penyandang disabilitas. Yang paling mendekati adalah standar 
pelayanan klinis (3.1) kriteria 3.1.1 Alur layanan & mutu pelayanan, dimana penjelasannya bisa 
diterjemahkan menjadi SOP pelayanan pasien secara umum. 

Kemudian ada juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang 
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Peraturan ini mengatur tentang 
jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada 
masyarakat. Permenkes ini menetapkan standar teknis yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah 
untuk memastikan penyediaan pelayanan kesehatan minimal yang berkualitas. SPM Kesehatan 
mencakup berbagai pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru 
lahir, balita, dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dan usia produktif. Peraturan ini 
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ditujukan memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang layak dan 
berkualitas. Namun sayang, tidak ada pasal khusus yang mengatur pelayanan terhadap pasien 
penyandang disabilitas. 

Berikutnya yang relatif baru, namun sepertinya paling penting, adalah Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. 
Peraturan ini relatif baru, dimana baru ditetapkan 24 Desember 2024 dan diundangkan 31 Desember 
2024. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk Mendorong Puskesmas menjadi fasilitas primer 
yang komprehensif, terpadu, dan responsif, memperkuat perannya dalam pelayanan promotif, 
preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Didalamnya diatur mengenai (1) Tugas, fungsi, dan 
wewenang Puskesmas; (2) Persyaratan, perizinan, registrasi; (3) Tata kelola & mutu pelayanan; (4) 
Organisasi & struktur kerja; (5) Jejaring layanan; (6) Kategori Puskesmas, jenjang layanan dan kapasitas; 
(7) Pencatatan & pelaporan; (8) Pembinaan & pengawasan; dan (9) Pendanaan. Peraturan ini cukup 
progresif karena sudah mengadopsi prinsip desain universal dalam persyaratan bangunan dan 
sebagian prasarana. Hal ini bisa dilihat pada bagian Lampiran, bab III Persyaratan Bangunan dan bab 
IV Persyaratan Prasarana. Selain itu dalam beberapa pasal disebutkan bahwa puskesmas harus 
mengikuti standar prosedur operasional dan standar layanan. Namun sayang tidak ada satu pun pasal 
yang mengatur tentang bagaimana seharusnya isi dari standar-standar tersebut. 

C. Kebijakan lainnya yang relevan 
Selain kebijakan-kebijakan yang terkait langsung dengan kesehatan dan penyandang disabilitas, 
kebijakan lainnya yang relevan dan penting adalah peraturan tentang gedung. Khususnya, Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang 
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung5. Permen PU 14/2017 ini mengatur detail teknis tentang 
cara dan desain bangunan, termasuk bangunan puskesmas, agar bangunan yang didesain mengadopsi 
desain universal. Desain Universal (universal design) adalah rancangan bangunan gedung dan 
fasilitasnya yang dapat digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan adaptasi 
atau perlakuan khusus. Permen PU 14/2017 ini untuk mewujudkan Bangunan Gedung dan Lingkungan 
yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang secara mudah, aman, nyaman, dan mandiri 
secara berkeadilan. 

Permen PU 14/2017 ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat 
penting dalam memastikan bahwa bangunan gedung aksesible bagi penyandang disabilitas. 

 
5 Di tahun 2002, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 

Bangunan Gedung. Undang undang ini mengatur tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, 
penyelenggaraan, peran masyarakat, dan pembinaan. Kemudian pada tahun 2005 muncul Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 Tentang Bangunan Gedung. PP No. 36/2005 merupakan aturan operasional penting dari UU No. 28/2002, 
yang merinci (1) Definisi & klasifikasi jenis bangunan, (2) Syarat administratif dan teknis pembangunan & 
penggunaan, (3) Izin mendirikan gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, (4) Peran masyarakat, pengawasan, dan 
sanksi, serta (5) Ketentuan penegakan hukum, sosialisasi, dan alih regulasi. PP ini kemudian diturunkan lagi 
beberapa peraturan menteri, dimana salah satunya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Permen 
PU 14/2017 ini memberikan petunjuk teknis dan ketentuan ketentuan desain tentang pengadopsian desain 
universal pada bangunan gedung. Permen PU 14/2017 ini yang kemudian menjadi rujukan utama dalam 
mendesain bangunan gedung yang menjamin akses dan kemudahan penyandang disabilitas dalam 
mengaksesnya. 

Saat ini, sehubungan dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, PP36/2005 telah dicabut dan digantikan 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Namun ditegaskan pada Pasal 348 
PP16/2021 bahwa peraturan ini mencabut PP36/2005 tapi tetap memberlakukan peraturan turunannya, 
termasuk didalamnya Permen PU 14/2017, sampai ada peraturan turunan baru yang menggantikannya. 
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Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian pemenuhan Persyaratan 
Kemudahan Bangunan Gedung melalui Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik 
Fungsi Bangunan Gedung (SLF) (Pasal 56 ayat (4)). Selain itu Pemerintah Daerah juga bertanggung 
jawab untuk melakukan pembinaan pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung melalui 
pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan (Pasal 57 ayat (1) sampai (5)). 

HASIL KAJIAN SOP 
Telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa hasil audit puskesmas mengindikasikan bahwa 
puskesmas sepertinya tidak memiliki SOP untuk melayani pasien dengan penyandang disabilitas. 
Untuk itu kami memeriksa sebanyak 37 puskesmas yang tersebar di 7 provinsi (Jawa Barat, Riau, Nusa 
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara). Adapun 
pertanyaan kajian ini ada adalah, apakah sudah ada sop khusus untuk melayani pasien disabilitas? Jika 
sudah ada, apa isinya? Apakah sudah akses dan akomodatif disabilitas? Adapun ringkasan hasil kajian 
tersebut adalah sebagai berikut. 

A. Provinsi Jawa Barat 
Kajian SOP puskesmas di Jawa Barat dilakukan oleh HWDI Jawa Barat bekerjasama dengan 
Perkumpulan Inisiatif. Dokumen SOP yang sudah terkumpul adalah dari 6 puskesmas: Tamblong, 
Talagabodas, Babakan Sari, Ibrahim Adjie, Gumuruh, dan Cijagra Lama. Terkait dengan keberadaan sop 
khusus melayani pasien disabilitas, hal pertama yang dilihat adalah judul SOP yang diperoleh. Dari 
judulnya bisa terlihat bahwa dari 6 puskesmas, 2 puskesmas memiliki SOP pelayanan pasien disabilitas. 
Kemudian 1 puskesmas memiliki SOP pelayanan pasien kelompok rentan. Sementara 3 puskesmas 
tidak memilikinya dan menggunakan SOP pelayanan pasien umum. Sekilas dilihat dari penekanan 
isinya, SOP dari 2 puskesmas fokus pada penyandang disabilitas, sementara yang lain lebih 
menekankan pada keselamatan pasien dan penyelenggaraan pelayanan klinis. 

Pendalaman awal terhadap struktur dan isi SOP-SOP tersebut terlihat bahwa dalam SOP ke 6 
puskesmas tersebut sudah ada alur pelayanan pasien berupa narasi tulisan dan grafik bagan alir. Hanya 
saja memang tingkat kedetailannya berbeda-beda. Kemudian 3 puskesmas memiliki SOP yang sudah 
mencantumkan jenis layanan yang ada di puskesmas. Ini mengindikasikan bahwa puskesmas tersebut 
sudah transparan dengan ketersediaan layanannya. Kemudian dari 6 puskesmas tersebut, 3 puskesmas 
sudah mencantumkan rekam historis revisi dari SOP nya, yang mana ini menunjukan komitmen untuk 
selalu memperbaiki pelayanan. 

Tapi apakah benar SOP tersebut sudah akses dan akomodatif disabilitas? Hasil pendalaman terhadap 
isi SOP dari keenam puskesmas tersebut terlihat bahwa isinya terlalu umum, serta tidak ada bedanya 
dengan panduan pelayanan pasien umum. Pengkajian prosedurnya menunjukan bahwa tidak ada 
langkah untuk mengidentifikasi pasien penyandang disabilitas dengan ragamnya, tidak terlihat adanya 
perbedaan interaksi terhadap pasien sesuai dengan keragaman nya. Kemudian juga belum ada 
panduan untuk memberikan layanan sesuai ragam disabilitas. Singkatnya, sample SOP yang ada 
menunjukan bahwa puskesmas belum memiliki SOP pelayanan pasien penyandang disabilitas yang 
benar dan lengkap. Yang ada sekarang, paling bagus, baru judulnya saja yang terlihat seperti SOP untuk 
pelayanan pasien penyandang disabilitas. 

B. Provinsi Riau 
Kajian SOP di Riau dilakukan oleh HWDI Riau. Dari 6 puskesmas yang diminta sample dokumen SOP 
terkait pelayanan pasien penyandang disabilitas, semua puskesmas memiliki dan menyerahkan 
dokumen yang dimaksud. Keenam puskesmas itu adalah Puskesmas Sail, Puskesmas Rejosari, 
Puskesmas Melur, Puskesmas Langsat, Puskesmas Garuda dan Puskesmas Harapan Raya.  
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Hasil kajian menunjukan bahwa SOP yang dimaksudkan belum cukup memadai untuk bisa memberikan 
layanan kesehatan yang ideal karena SOP yang ada terlalu spesifik pada satu sub-aktifitas. Misal SOP 
untuk mengidentifikasi pasien penyandang disabilitas yang datang ke puskesmas. Atau cara mengatasi 
hambatan komunikasi saat ada pasien disabilitas datang ke puskesmas. Itu pun setelah dikaji, secara 
substansi masih jauh dari ideal. Namun begitu, adanya SOP ini menunjukan adanya upaya serius dari 
puskemas untuk memberikan layanan pada pasien penyandang disabilitas. 
  

C. Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Kajian SOP di Nusa Tenggara Barat dilakukan oleh HWDI NTB. Ada SOP dari 6 puskesmas yang dijadikan 
sample. Keenam puskesmas tersebut adalah puskesmas Praya, Puskesmas Puyung, Puskesmas Ubung, 
Puskesmas Bonjeruk, Puskesmas Pengadang, dan Puskesmas Kopang. Hasil penelaahan menunjukan 
bahwa dari 1 puskesmas tidak diperoleh SOP apapun. Dua puskesmas memiliki SOP yang sangat 
lengkap dan detail utnuk setiap layanan yang tersedia di puskesmas tersebut, namun tidak ada SOP 
spesifik dalam melayani pasien disabilitas. Kemudian ada 3 puskesmas yang memiliki SOP hanya untuk 
identifikasi dan pemenuhan pasien dengan resiko, kendala dan kebutuhan khusus.  
Yang mengejutkan adalah puskesmas Ubung, yang sudah memiliki banyak SOP untuk memberikan 
layanan bagi pasien penyandang disabiltias dalam banyak ragam layanan yang diberikan. Seperti 
Pemeriksaan ante natal care bagi penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus, pelayanan farmasi 
bagi penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus, kunjungan pelayanan bagi penyandang 
disabilitas/berkebutuhan khusus. Walaupun masih perlu sedikit penyempurnaan, adanya SOP-SOP ini 
sangat bagus karena menunjukan komitmen dan keseriusan serta langkah nyata menuju upaya 
memberikan layanan yang paripurna.  

D. Provinsi Nusa Tenggara Timur 
HWDI Nusa Tenggara Timur telah melakukan pengumpulan SOP dari Puskesmas Oebobo, Puskesmas 
Pertiwi, Puskesmas Tamamaung, Puskesmas Oesapa, Puskesmas Penfui dan Puskesmas Tamalate. Dari 
keenam puskesmas tersebut, Puskesmas Oebobo sudah ada SOP Identifikasi pasien yang sudah 
mengakomodasi ragam disabilitas dengan membedakan prosedur dan pemberian penandaan sesuai 
ragam disabilitas. Di Puskesmas Tamalate, mereka sudah menyadiakan SOP alur pelayanan pasien bagi 
penyandang disabilitas, walaupun belum cukup datail. Sementara di puskesmas lainnya belum ada SOP 
yang tekait disabilitas secara langsung. Walau begitu, di Puskesmas Oesapa, pasien disabilitas sudah 
mendapat pelayanan prioritas tanpa antri dan infrastrukturnya sepertinya sudah cukup akomodatif 
disabilitas. 

E. Provinsi Sulawesi Selatan  
HWDI Sulawesi selatan juga mentargetkan 6 puskesmas. Namun hanya mendapatkan SOP dari 1 
puskesmas saja, yaitu puskesmas Jumpandang Baru. Hasil pengkajian menunjukan bahwa SOP 
pelayanan disabilitas tidak ada bedanya dengan pelayanan umum. Sehingga tidak mencukupi untuk 
bisa melayani pasien penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus yang berbeda-beda 
tergantung ragamnya. 

F. Provinsi Sumatera Selatan 
Di Sumatera Selatan, HWDI Sumsel melakukan kelayakan infrastruktur bagi penyandang disabilitas di 
6 puskesmas, sekaligus mencari informasi mengenai SOP terkait pelayanan pasien penyandang 
disabilitas. Puskesmas tersebut adalah puskesmas Basuki Rahmat, Kenten, Makrayu, Pakjo, Sosial dan 
Talang Ratu. Hasilnya ditemukan hanya ada dua puskesmas, yaitu puskesmas Sosial dan Puskesmas 
talang ratu yang sudah memiliki SOP terkait pasien penyandang disabilitas. Setelah dikaji, puskesmas 
talang ratu paling lengkap dimana sudah ada SOP idnetifikasi dan penanganan pasien dengan 
kebutuhan khusus dan SOP pelayanan disabiltias. Sementara di puskesmas sosial SOP yang ada 
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memberikan prioritas. Ada pun puskesmas lainnya, tidak ada SOP, namun ada ketetapan yang 
memberikan prioritas bagi pasien penyandang disabilitas. Sayangnya, langkah-langkah untuk 
memberikan prioritasnya tidak ada. 

G. Provinsi Sumatera Utara 
Kajian SOP di Sumatera Utara dilakukan oleh HWDI Sumatera Utara, dengan dibantu oleh konsultan. 
Kajian SOP di Sumatera Utara ini cukup komprehensif karena dilakukan dengan melihat dokumen SOP 
sekaligus dengan penerapannya. Ada 6 puskesmas yang dijadikan sample yaitu Darussalam, Brayan 
Kota, Glugur Kota, Helvetia, Padang Bulan, dan Sei Agul.  

Dari sisi keberadaan SOP, dari 6 puskesmas 2 puskesmas belum memiliki SOP terkait disabilitas. 
Kemudian 3 puskesmas sudah memiliki SOP untuk identifikasi pasien kebutuhan khusus, termasuk 
disabilitas. Dan 1 puskesmas sudah memiliki SOP pelayanan bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini 
sudah menunjukan kondisi yang baik, dimana setidaknya 4 puskesmas sudah memiliki SOP yang  
memberikan perhatian pada pasien penyandang disabilitas, walaupun baru tahapan identifikasi. 
Kemudian dari sisi kedalaman, SOP-SOP tersebut masih belum cukup detail dan spesifik. 

Selain dari sisi dokumen, HWDI Sumatera utara pun mengkaji penerapan SOP tersebut. Dari observasi 
penerapan SOP tersebut, terlihat ada kesesuaian antara SOP dengan praktek. Disebutkan, saat pasien 
datang, petugas pendaftaran mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, lalu mengidentifikasi 
apakah pasien termasuk dalam golongan pasien umum, rawat jalan atau penyandang disabilitas. Bila 
kemudian teridentifikasi ada hambatan bahasa (tidak bisa bahasa Indonesia), petugas menerjemahkan 
bahasa pasien dan sebaliknya. Demikian juga saat ada hambatan fisik, pasien mendapat prioritas dan 
diantarkan menuju ruang periksa. Salah satu dari enam puskesmas yang bahkan menerapkan 
penggunaan penanda khusus berupa kalung prioritas kepada penyandang disabilitas, lalu mengikuti 
jalur khusus disabilitas. 

Apabila penyandang disabilitas membawa rekan pendamping, maka petugas mempersilahkan kerabat 
yang mengantar pasien untuk melakukan pendaftaran, namun apabila pasien datang sendiri maka 
petugas akan mendata secara langsung dan menyerahkan berkas ke bagian pendaftaran. Setelah 
proses pendataan pasien, maka dokter dapat melakukan proses pemeriksaan, pengobatan dan atau 
rujukan sesuai kebutuhan pasien.  

Dari observasi yang dilakukan, bisa disimpulkan bahwa penanganan pasien penyandang disabilitas 
baru tersedia SOP nya pada tahap awal identifikasi pasien saja. Sementara untuk tahap tahap 
selanjutnya juga diperlukan SOP untuk memberikan layanan pada pasien penyandang disabilitas. 

Dari hasil kajian SOP dari puskesmas-puskesmas tersebut, kita bisa simpulkan bahwa secara umum: 

1. Walaupun sudah banyak puskesmas yang menyadari bahwa pasien penyandang disabilitas 
membutuhkan perhatian khusus, seperti infrastruktur yang mendukung, akses dan 
akomodatif dan pelayanan yang sesuai dengan ragam disabilitasnya, ternyata banyak 
puskesmas yang belum akses dan akomodatif terhadap penyandang disabiltias baik 
infrastrukturnya atau pun pelayanan staf nya. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya 
puskesmas yang belum memiliki SOP terkait pelayanan bagi pasien penyandang disabilitas 

2. Bahwa kebanyakan puskesmas tidak memiliki SOP pelayanan penyandang disabilitas. 
Puskemas-puskesmas yang sudah memiliki SOP terkait penyandang disabilitas pun sebagian 
besar terbatas pada SOP identifikasi pasien penyandang disabilitas dan pemberian prioritas 
tanpa antri bagi pasien penyandang disabilitas. 

3. Hanya sedikit puskesmas yang sudah memiliki SOP pelayanan disabilitas untuk banyak jenis 
layanan yang tersedia di puskemas, lebih dari sekedar pemberian prioritas tanpa antri. 
Puskesmas Ubung di Lombok tengah sudah memiliki SOP untuk beberapa layanan puskesmas 
bagi penyandang disabilitas.  
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4. Hasil pendalaman dari SOP-SOP yang ditujukan pada pemberian layanan bagi penyandang 
disabilitas menunjukan bahwa masih banyak ruang untuk penyempurnaan. Hasil kajian 
memperlihatkan tidak banyak perbedaan pelayanan untuk pasien umum. Yang membedakan 
biasanya adalah adanya proses identifikasi dan pemberian prioritas tanpa antrian, tapi tidak 
ada langkah dan tindakan spesifik untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ragam 
disabilitas. 

KESIMPULAN 
Hasil kajian, kami menyimpulkan bahwa ada beberapa kondisi dan kebutuhan solusi mendesak yang 
diperlukan untuk memperkuat implementasi UU No.17/2023 dan peraturan lainnya yang menjamin 
hak penyandang disabilitas atas layanan kesehatan yang standar, aman, bermutu, dan terjangkau. Hasil 
kajian menunjukan bahwa secara umum, kualitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di 
puskesmas sangat tergantung dari dua hal. Pertama, dari kecakapan staff medis dan non-medis yang 
ada. Mereka harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengenali dan berinteraksi dengan 
pasien dengan ragam disabilitas. Kedua, dari kondisi infrastruktur yang akses bagi pasien penyandang 
disabilitas. Infrastruktur yang akses maksudnya infrastruktur puskesmas harus akses dan akomodatif 
bagi ragam disabilitas. Untuk itu, idealnya infrastruktur puskesmas harus mengadopsi desain universal 
dalam pembangunannya.  

Namun hasil kajian terhadap beberapa kebijakan yang teridentifikasi sepertinya belum menunjukan 
adanya perhatian khusus terhadap upaya pemenuhan hak dan perbaikan layanan puskesmas bagi 
kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Kebijakan terkait penyandang disabilitas memang sudah 
cukup baik dan lengkap dalam banyak hal. Namun sepertinya belum ada peraturan yang khusus dari 
kementerian kesehatan yang secara spesifik mengatur tentang akses dan akomodasi penyandang 
disabilitas dalam pelayanan kesehatan.  

Demikian juga dengan kajian terhadap kebijakan terkait kesehatan. Sudah demikian banyak kebijakan 
yang mengatur bidang kesehatan, namun sepertinya idak ada dari peraturan-peraturan tersebut yang 
secara khusus mengatur tentang pelayanan pasien penyandang disabilitas. Penanganan pasien 
penyandang disabilitas tidak dibedakan dengan pasien umum non disabilitas. Padahal, walau pun 
memiliki hak sama sebagai pasien, dan berhak mendapatkan pelayanan serupa sebagaimana pasien 
non-disabilitas, penyandang disabilitas membutuhkan penanganan sedikit berbeda dikarenakan 
kedisabilitasan mereka. Untuk bisa menangani pasien penyandang disabilitas puskesmas harus 
memiliki infrastruktur yang memudahkan bagi semua orang (universal desain) dan semua stafnya 
mampu dan memiliki keahlian dalam memberikan layanan terhadap pasien dengan ragam disabilitas. 
Namun hasil kajian, tidak ada peraturan memandatkan adanya standardisasi infrastruktur maupun 
prosedur pelayanan kesehatan bagi pasien penyandang disabilitas di puskesmas. 

Peraturan yang mengatur tentang infrastruktur yang akses disabilitas adalah peraturan tentang 
gedung. Khususnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Peraturan ini sangat 
teknis dan detail. Dan berdasar peraturan ini, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting 
dalam memastikan bahwa bangunan gedung aksesible bagi penyandang disabilitas, termasuk 
bangunan puskesmas.  

Selain infrastruktur, hal yang penting adalah adanya standar pelayanan dari sumberdaya manusianya 
puskesmas, baik tenaga kesehatan maupun non-tenaga kesehatan. Hasil kajian kebijakan, khususnya 
dari kementerian kesehatan, menunjukan bahwa hampir tidak ada peraturan yang memandatkan 
untuk membuat standar pelayanan khusus pasien penyandang disabilitas. Hal ini mungkin disebabkan 
karena kebijakan untuk menetapkan standar pelayanan ada di tangan kepala puskesmas, sebagaimana 
diatur undang udnang 17 tahun 2023 tentang kesehatan pada Pasal 291 (4) Standar prosedur 
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan 
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Kesehatan. Mungkin disini akar permasalahannya, yaitu kepala puskesmas masih belum menyadari 
perlunya SOP pelayanan khusus bagi pasien penyandang disabilitas, atau kalaupun mungkin sudah 
tahu perlunya hal tersebut, mereka masih belum tahu bagaimana memberikan layanan bagi pasien 
penyandang disabilitas.  

Hasil kajian SOP yang dilakukan terhadap total 37 puskesmas dari 7 provinsi, hanya segelintir saja yang 
memiliki SOP untuk melayani pasien penyandang disabilitas. Hasil kajian terhadap SOP-SOP itu pun 
ternyata isinya belum cukup untuk memberikan pada pasien dengan ragam disabilitas. Idealnya setiap 
pelayanan yang disediakan oleh puskesmas memiliki SOP untuk melayani pasien disabilitas. Selain itu 
SOP tersebut juga harus bisa responsif terhadap ragam disabilitas. Selama ini SOP yang ada pun baru 
memberikan perhatian pada pasien disabilitas fisik dan sensoris (netra dan rungu). Sementara pasien 
disabilitas mental dan intelektual yang tidak terlihat (invisible) belum mendapatkan perhatian. Untuk 
itu, masih ada ruang yang luas bagi perbaikan. Dan setiap institusi yang relevan bisa mengambil peran 
dalam hal ini. Dan dibawah ini ada beberapa rekomendasi dari kami. 

REKOMENDASI 
Dari hasil kajian, kami dari Koalisi Penguatan Representasi Dan Inklusi Perempuan Dalam Anggaran 
(PRIMA) menyimpulkan bahwa setidaknya ada dua perbaikan managemen puskesmas yang perlu 
dilakukan. Pertama, perlunya ada Prosedur Operasi Standar/Standard Operational Procedure (SOP) 
pemberian layanan kesehatan bagi pasien penyandang disabilitas dari puskesmas dan penerapannya. 
Kedua, perlunya pemutakhiran dan perbaikan terhadap Akreditasi Puskesmas dalam hal aturan dan 
pengadopsiannya.  
 
Dengan memperhitungkan kemendesakan, keluasan dampak, ketersediaan waktu dan sumber daya, 
maka yang paling realistis adalah untuk segera dilakukan adalah memastikan bahwa puskesmas 
memiliki SOP pelayanan bagi pasien kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Hal ini perlu 
untuk menjamin pelayanan kesehatan terstandar dan setara di puskesmas bagi kelompok rentan, 
khususnya penyandang disabilitas. Untuk itu, Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan 
daerah dan puskesmas perlu segera melakukan langkah berikut:  
1. Kementerian Kesehatan perlu mengeluarkan panduan penyusunan SOP baru pelayanan pasien 

kelompok rentan dan penyandang disabilitas untuk menjamin adanya pelayanan yang akses dan 
akomodatif secara merata di seluruh puskesmas di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 291 (1)-
(4) UU 17/2023. Sebagai contoh, draft SOP puskesmas bisa dilihat pada bagian lampiran yang tidak 
terpisahkan dari laporan ini. 

2. Dinas Kesehatan di daerah (kabupaten, kota, dan provinsi) dan Kementerian Kesehatan perlu 
memfasilitasi adanya pengadopsian dan penerapan SOP yang menjamin perbaikan layanan bagi 
kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, dengan menyediakan dukungan dana untuk 
perbaikan infrastruktur dan pelatihan staff tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan. Hal ini 
sesuai dengan Pasal 294 UU 17/2023 dan Pasal 57 PP 42/2020. 

3. Puskesmas, yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Kepala Puskesmas, perlu membuat atau 
memperbarui dan melengkapi SOP yang saat ini berlaku, agar menjamin adanya layanan yang 
terstandar, setara dan paripurna bagi seluruh pasien, termasuk kelompok rentan dan penyandang 
disabilitas. Hal ini sesuai dengan (Pasal 53(3) & 291(4) UU 17/2023, Permenkes 19/2024, serta PP 
42/2020). 

4. Puskesmas, yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Kepala Puskesmas, perlu mempersiapkan 
staf tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan untuk memahami, menguasai dan 
mengimplementasikan SOP yang menjamin adanya pelayanan yang akses bagi kelompok rentan, 
khususnya penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 UU 17/2023, Bab VII Permenkes 
19/2024. 
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PENJELASAN KOALISI 

Koalisi PRIMA adalah sebuah aliansi atau gabungan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada 
upaya penguatan representasi dan inklusi perempuan, khususnya dalam proses penganggaran dan 
kebijakan publik. Koalisi ini terdiri dari beberapa organisasi yang memiliki concern terhadap isu 
disabilitas, transparansi anggaran, dan hak-hak perempuan. 

Anggota Koalisi PRIMA: 

1. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) adalah organisasi nasional yang 
merepresentasikan perempuan penyandang disabilitas di Indonesia. HWDI fokus pada isu 
gender, advokasi, dan pemberdayaan, serta memperjuangkan pemenuhan hak disabilitas 
sesuai mandat CRPD dan UU Penyandang Disabilitas. Melalui advokasi dan pemberdayaan 
yang strategis, HWDI berkomitmen mewujudkan masyarakat yang inklusif dan setara. 

2. IBP (International Budget Partnership) 
Lembaga internasional yang berfokus pada transparansi anggaran, partisipasi publik, dan 
akuntabilitas keuangan negara. IBP mendukung inisiatif anggaran yang inklusif dan responsif 
gender. 

3. PERKUMPULAN INISIATIF 
Organisasi nasional yg fokus pada perbaikan tata kelola anggaran publik, penguatan kapasitas 
kelompok marjinal dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

4. FITRA (Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran) adalah organisasi nirlaba dan 
independen yang fokus pada kontrol sosial untuk mendorong transparansi proses 
penganggaran negara. Didirikan untuk memperjuangkan hak rakyat dalam seluruh tahapan 
penganggaran—dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, hingga evaluasi—FITRA 
bersama seluruh komponen masyarakat membangun gerakan transparansi anggaran demi 
terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


